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ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KOLAKA

OLEH:
FIRDA KARTIKA A

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa

ABSTRAK

FIRDA KARTIKA A. 2021. Skripsi. Analisis Transparansi Dan
Akuntabilitas Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kolaka dibimbing oleh Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH dan Dr.
Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.

Hasil penelitian mengenai sistem pengelolaan dana APBD di Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka dalam proses perencanaannya anggaran
Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-
SKPD) berdasarkan acuan pada PP Nomor 58 Tahun 2005. Akuntabilitas
pengelolaan anggaran dana APBD di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten
Kolaka dapat dilihat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
APBD dan sudah transparan. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan dalam
menyusun RKAP-SKPD serta terbuka mengenai informasi penerimaan dana,

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, APBD.



ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF LOCAL
REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET REPORTS IN KOLAKA
REGENCY

ARRANGED BY:
FIRDA KARTIKA A

Accounting Department Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

FIRDA KARTIKA A. 2021. Scaption. Analysis of transparency and
accountability of local revenue and expenditure budget reports in Kolaka regency
supervised by Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH and Dr. Firman
Menne, SE., M.Si., Ak., CA

The purpose of this research is to find out how to apply the principles of
transparency and accountability in the realization report of the regional revenue
and expenditure budget of Kolaka regency.

The results of the research on the APBD fund management system at the
Kolaka Regency Regional Secretariat office in the planning process of the Budget
Work Plan Changes and Regional Apparatus Work Units (RKAP-SKPD) by
reference to the regulation No. 58 of 2005. Accountability budget management of
APBD funds at the Kolaka Regency Regional Secretariat office can be seen in the
form of budget accountability report of APBD funds and has been transparency.
This can be seen from the openness in preparing the RKAP-SKPD and openness
regarding information on receiving funds.

Keywords: Transparency, Accountability, APBD
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi yang memiliki kekuasaan dalam membuat serta menerapkan
hukum dan juga undang-undang di wilayah yang telah ditentukannya disebut
pemerintah. Dalam prosesnya pemerintah membutuhkan kinerja yang baik dalam
segala bentuk aspek di pemerintahan yang bersifat fisik maupun pemerintahan
yang bersifat nonfisik sesuai dengan fungsi, tugas, serta petunjuk dalam suatu
satuan kerja pemerintahan.

Target atau sasaran adalah tujuan akhir yang ka dicapai dalam suatu
pemerintahan. Kinerja adalah keberhasilan atau bentu kerja keras pemerintah
dalam mencapai target dan sasaran yang dimaksud. Elemen dalam penggambaran
baik atau tidaknya kinerja suatu pemerintahan adalah transparansi, partipasi, dan
juga akuntabilitas.

Komponen utama yang paling penting dalam melaksanakan suatu agenda
maupun program berjalan dengan lancar adalah anggaran. Perencanaan yang
matang adalah hal yang sangat penting dalam merealisasikan sebuah program.
Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang
matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut yaitu dengan anggaran yang
matang. Dengan anggaran tersebut dapat dipakai dilingkungan pemerintah
maupun sektor publik sebagai alat dalam mencapai suatu target maupun sasaran

yang diinginkan dan juga dicapai dalam suatu periode tertentu.



Pada sektor swasta, sasaran utamanya adalah pertanggunggungjawaban.
Tidak seperti dalam pemerintahan yang anggarannya sangat rumit. Berbeda pada
sektor swasta yang sasaran utamanya adalah mencari keuntungan atau laba, pada
swasta sendiri anggaran adalah hal yang sangat dirahasiakan, namun hal ini tidak
berlaku pada sektor publik atau pemerintahan, anggaran yang ada yang telah
disusun harus diperlihatkan kepada publik atau masyarakat. Hal ini dilakukan agar
masyarakat atau publik dapat turut serta dalam mengevaluasi dan juga
memperbaiki hal-hal bersangkutan untuk periode yang akan datang. Dengan hal
tersebut pemerintah dapat mereformasi administrasi publik, termasuk pada sistem
anggaran.

Semaksimal mungkin penyusunan APBD harus sesuai dengan pengaturan
pada aspek perencanaan agar dapat menunjukkan latar belakang pengambilan
keputusan dalam menetapakan skala prioritas, kebijakan umum, dan penetapan
alokasi serta distribusi sumber daya dengan megikutsertakan partisipasi dari
masyarakat sehingga bisa menciptakan situasi yang ekonomis, efektif dan efisien
dalam penggunaan belanja daerah dengan output serta income yang sesuai dengan
prioritas pembangunan sehingga semua anggaran yang telah dikeluarkan dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan kepada seluruh masyarakat. Pada garis
item pendanaan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat diukur berapa
estimasi jumlah yang akan dikeluarkan dengan berdasarkan anggaran pada tahun
yang sebelumnya dan tidak adanya standar biaya yang jelas menyebabkan

anggaran biaya ini dapat dimanipulasi oleh pihak tertentu.



Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dan adanya
desentralisasi yang dilakukan pemerintah, maka pemerintah  harus
menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan
ekonomis, efektif dan efisien kinerja serta dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan dan bertanggungjawab. Program yang telah disusun dengan berdasarkan
anggaran kinerja sangat berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis
yang akan dicapai. Sehingga outcome yang dicapai dapat mencerminkan visi dan
misi suatu organisasi. Komponen dari anggaran berbasis kinerja adalah standar
biaya, indikator kinerja, dan pengukuran kinerja. Hal- hal tersebut adalah alat
yang digunakan untuk menilai input dan output suatu program yang disusun
berdasarkan kinerja untuk meningkatkan efektif dan efisien kinerja. Apabila
efektif dan efisien kinerja telah dicapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja
yang merupakan visi dari seluruh organisasi sektor publik.

Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mendapatkan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena pada dasarnya
laporan keuangan daerah adalah bagian dari sistem keuangan negara yang setiap
tahunnya dapat mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan.

Dalam mengukur tingkat efektif dan efisien suatu laporan realisasi
anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat penting untuk memperhatikan
penilaian transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan
anggaran keuangan daerah. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat
menunjukkan kemampuannya dalam membelanjakan dan juga merealisasikan

APBD secara efektif dan efisien.



Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya, daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan juga mengatur semua
urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan
dalam undang-undang. Jenis da nisi dari otonomi bagi setiap daerah tidak selalu
sama dengan daerah yang lain. Pemerintah Daerah harus mampu menganalisis
kebutuhan mana sja yang primer maupun sekunder bahkan tersier sekalipun
dengan mengutamakan kebermanfaatan untuk rakyatnya.

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan akan memberikan manfaat
yang besar terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Manfaat
tersebut diperoleh dengan menumbuhkan kehidupan yang demokratis, serta
mendorong upaya dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan,
memperkuat kedudukan serta kemampuan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas
tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk
informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat
rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan
informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada
masyarakat.

Alat dasar dari transparansi adalah peraturan yang telah menjamin hak
untuk mendapatkan informasi, sedangkan alat pendukungnya adalah fasilitas
database serta sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan
informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

Naiknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan



menjamin naiknya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam melakukan
pembangunan di daerahnya dan akan dapat mengurangi pelanggaran atau
penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.

APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam waktu satu tahun
anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan pendapatan daerah dan belanja
daerah dalam rangka melakukan pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran
yang dimaksudkan. Pemungutan pada penerimaan daerah ditujukan untuk
memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD. Faktanya tahun anggaran
pada APBD sama dengan tahun anggaran pada APBN yaitu dimulai 1 Januari dan
berakhir tanggal 31 Desember sesuai dengan tahun yang bersangkutan. Dengan
kerangka waktu tersebut pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan
daerah dapat dilaksanakan.

Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga sektor publik ini untuk lebih
memperhatikan proses terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan.
Masyarakat juga berhak untuk mengawasi langsung bagaimana proses
pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut.

Selain dari akuntabilitas untuk pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan
yang baik juga memerlukan transparansi. Dalam hal ini, transparansi adalah
pengungkapan hal- hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak- pihak
yang berkepentingan dari pemerintah daerah, salah satunya adalah masyarakat.
Seperti yang telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014,
keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (Permendagri Nomor 113 Tahun



2014 tentang pengelolaan keuangan desa Bab Il Pasal 2). Dengan adanya
transparansi kepada masyarakat dalam mendapat akses untuk memperoleh
informasi tentang pengelolaan keuangan tersebut baik proses perencanaannya,
pelaksanaannya hingga pertanggungjawabannya.

Kabupaten Kolaka masih dalam tahap berkembang untuk menjadi daerah
yang lebih maju. Oleh karena itu diperlukan analisis belanja untuk dilakukan di
daerah Kabupaten Kolaka yang mengandung transparansi seta akuntabilitas.
Karena sebagai daerah yang masih dalam tahap berkembang tentunya memiliki
nilai anggaran belanja yang cukup terbatas.

Penulis sempat melakukan magang di Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka, dan mendapatkan sedikit informasi tentang laporan realisasi
APBD Kabupaten Kolaka, dimana penulis diizinkan untuk melihat laporan
rencana APBD dan juga melihat realisasi apa saja yang sudah tercapai.

Namun, penulis belum bisa melihat laporan realisasinya secara
keseluruhan karna pada saat itu belum akhir periode atau Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka belum tutup buku. Maka dari itu, penulis sangat
tertarik untuk meneliti tentang laporan tersebut untuk melihat apakah laporan
tersebut sudah transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan analisis data
model Milles dan Huberman dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan
mengambil kesimpulan lalu memverifikasinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.



1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kolaka?

1.3  Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas

dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.

1.4  Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian, penulis berharap agar penelitian ini
memberi manfaat:

1. Bagi penulis, untuk memberikan masukan terkait dengan transparansi dan
akuntabilitas dari laporan APBD.

2. Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan masukan dan gambaran bagi
pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan arah dan strategi untuk
laporan APBD yang akan datang.

3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian dapat menjadi pedoman bagi siapapun
dalam penyusunan penelitian yang berkaitan dengan anggaran pendapatan

belanja daerah.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori
2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan
publik adalah dalam pertangungjawaban, manajerial, dan pengawasan.
Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi
informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat
selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan
informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan,

pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Menurut Deddi (2014) mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah daerah
sebagai berikut: “... sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai
dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan
keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya
peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan
dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat penting
karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri.

Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor



pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki
peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas
dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan.
2.1.2 Anggaran

Menurut Halim (2017), anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi
kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran
moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data

masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Menurut PSAP 01-2 paragraf 8 (2010) mendefinisikan anggaran
sebagai:"...pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang

disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa anggaran
adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. sebagai instrumen
kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan
stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai
tujuan bernegara. Berdasarkan pernyataan di atas, anggaran dapat diringkas
menjadi: (1) Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja,
(2) Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk
pembangunan, (3) Alat pengendalian, (4) Instrument politik, dan (5) Di susun

dalam periode tertentu.

Menurut Halim (2016) mengidentifikasikan bahwa anggaran sektor publik memiliki
beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:
1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal
4. Anggaran sebagai alat politik



10

Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publikAnggaran dalam manajemen organisasi
sektor publik memiliki beberapa fungsi.

Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

o ~No o

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
merupakan suatu rencana tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan
daerah yang berlaku.Jadi bisa dikatakan bahwa anggaran adalah alat yang
digunakan sebagai, perencanaan, pengendalian, koordinasi, penilaian, kebijakan,
memotivasi, politik dan untuk menciptakan ruang publik dami menjamin program
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun 2017 terdapat beberapa
prinsip dalam penyusunan APBD Tahun 2017, antara lain:

a. Anggaran yang dibuat atau disusun harus taat dan patuh pada peraturan
perundang-undangan, ekonomi, efisiensi, efektif dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan rasa kepatuhan, keadilan dan manfaat untuk seluruh
masyarakat.

b. Penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. b. Anggaran harus tepat
waktu, sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan

perundangundangan.
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c. Berdasarkan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan peraturan daerah lainnya.

d. Adanya kemudahan untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas-luasnya tentang APBD bagi khalayak umum atau masyarakat.

e. Harus melibatkan beberapa unsur masyarakat dalam penyusunan APBD.

Dari beberapa penjelasan yang telah dijabarkan, maka Anggaran
Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan daerah yang
disusun dengan tujuan agar pemerintahan daerah dapat mengatur pendapatan,
belanja dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan atau program-program
pembangunan daerah.

Maka anggaran merupakan rencana keuangan yang tertata secara periodik
serta dibuat dengan tepat berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka
waktu satu periode. Anggaran yang telah disusun akan digunakan oleh pihak
manajemen untuk mengarahkan jalannya kondisi organisasi atau perusahaan agar
berjalan dengan baik dan lancar.

2.1.3 Transparansi
2.1.3.1 Pengertian Transparansi

Transparansi  berarti  keterbukaan (openness) pemerintah  dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya
publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi
(transparency) secara harfiah adalah jelas (obvious), dapat dilihat secara
menyeluruh (able to be seen through). Dengan demikian transparansi adalah

keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi dilakukan



12

oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi
sasaran kebijakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Transparansi
akan membawa dampak dan konsekuensi adanya kontrol yang berlebihan dari
publik dan pihak yang terkait dengan pendidikan (stakeholders).

Menurut Tahir (2014) untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah
terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip
transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaran pemerintahan,
masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan
telah diambil oleh pemerintah.

Transparasi merupakan salah satu prinsip good governance. Prinsip
transparansi memilii 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak
masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun
komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam
kontek pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai
hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam
melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam membangun
transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri
dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran Kkinerja,
dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik
(channel of accountability).

2.1.3.2 Tujuan Transparansi

Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat

dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah:
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a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan peyimpangan melalui
kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.

b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.

c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung
gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

d. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

e. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-
nilai universal.

Dari adanya tujuan transparansi di atas, maka dapat disimpulkan
bahwatujuan transparansi dapat meminimalisir penyimpangan penyimpangan
penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan.
2.1.3.3 Manfaat Transparansi

Menurut Nico (2007) beberapa manfaat penting adanya transparansi
anggaran adalah sebagai berikut:

a. Mencegah korupsi.

b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.

c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu
mengukur kinerja lembaga.

d. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan
kebijakan tertentu.

e. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat ternadap lembaga.

f.  Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.
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Dari pendapat para ahli mengenai manfaat transparansi, maka dapat
disimpulkan bahwa manfaat dari adanya transparansi merupakan suatu penerapan
kebijakan yang dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindak kecurangan.

2.1.4 Akuntabilitas
2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Mahmudi (2015) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban
agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik
kepada pemberi mandat (principal). Berbeda dengan pendapat Suwardjono yang
memisahkan konsep akuntabilitas dan responsibilitas, menyatukan konsep
akuntabilitas sebagai salah satu elemen dalam konsep responsibilitas.
Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa
yang telah dan tidak dilakukan oleh seseorang, sedangkan responsibilitas
merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan
kepada orang/pihak lain yang mewakili kewenangan untuk meminta
pertangungjawaban dan memberikan penilaian.

Menurut Auditya (2013) konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan
merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah
menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi
administratif kepemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan
masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun
1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep

akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap kepemerintahan
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yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi
pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan
keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Nasihatun (2015) berpendapat bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah
dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya
maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus
bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat
dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan
dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban menerangkan Kkinerja dan tindakan seseorang/pimpinan
organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban.
Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai—nilai seperti
efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak
abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang
sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan
melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada
pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas

pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek
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kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun
tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh
pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan
pertanggungjawaban.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau wunit organisasi untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan disertai dengan pembuktian
fisik yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
2.1.4.2 Tujuan Akuntabilitas

Menurut Waluyo (2007) manajemen suatu organisasi harus “accountable”
untuk:

a. Menentukan tujuan yang tepat.

b. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang
ditetapkan.

c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.

d. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Dari adanya tujuan akuntabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
tujuan akuntabilitas menciptakan kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan
keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar

dalam proses dan tujuan kegiatan.
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2.1.4.3 Manfaat Akuntabilitas
Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan
untuk:
a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
b. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi.
c. Mendorong partisipasi masyarakat.
d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis
dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui
pengembangan pengukuran Kinerja.

f.  Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan
disiplin.

g. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat
menjamin  kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan
meningkatkan suasana kerja yang kondusif.
2.1.4.4 Pendapatan Daerah

Menurut Dr. Rudy Badrudin (2017) Anggaran Pendapatan Asli Daerah
(APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh
pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah,
baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui

oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.
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Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan,
dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dana
perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan lain-lain pendapatan bertujuan memberi
peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan
sebagaimana dimaksud sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD
bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan
desentralisasi.

2.1.5 Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa belanja
daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian

atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan
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pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan
ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada
propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada
propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja
langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa belanja modal.

2.1.6 Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Undang-undang No0.32 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
menjelaskan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah. APBD merupakan pertangjawaban rencana kerja PEMDA dalam bentuk
satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan
kesejahteraan publik.

Menurut Dien (2015) anggaran merupakan perencanaan jangka pendek
organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam perencanaan
keuangan tahunan yang lebih konkret. Ulasan anggaran pada umunya ditelaah
atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijalankan
anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki
pemerintah untuk mengerahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin

keseimbagan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
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Perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses
manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi sangat
penting, anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa depan.
Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir
tentang pengintegrasian aktivitas kearah tujuan organisasi. Semakin bergejolak
lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, manajemen akan didorong
untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan
dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruh proses diintegrasikan dalam
prosedur penganggaran organisasi.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan pemikiran dan
pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode
mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyerahkan data penerimaan
dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik
melakukan pembedaan krusial antara penambahan modal dan penerimaan, serta
tambahan pendapatan dan pengeluaran, dampaknya adalah pemisahan penyusunan
anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan.

Jenis anggaran sektor publik adalah:
1. Anggaran Negara dan Daerah (APBN/APBD Budget of state).
2. Rencana kegiatan dan anggaran perusahan (RKAP), yaitu anggaran usaha
setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik swasta.

Menurut National comitte on governmental accounting (NCGA) (2006)

yang saat ini telah menjadi governmental accounting standards board (GASB),

didefinisikan anggaran (budget) yaitu, Rencana operasi keuangan yang mencakup
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estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan
untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Margono (2010) Pendapatan daerah adalah hak daerah yang
diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersin dalam periode tahun
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam
konteks pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah penerimaan kas dari sumber
pendapatan tersebut telah memenuhi definisi pendapatan, karena (1) ada
penerimaan uang oleh pemerintah daerah (direkening kas umum daerah); (2)
penerimaan tersebut merupakan hak pemerintah daerah untuk menerimanya; (3)
uang yang sudah diterima tersebut tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah
daerah.

Menurut Margono (2010) belanja adalah pengeluaran dari rekening kas
umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah. Belanja daerah dapat dikelompokkan kedalam belanja operasi,
belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan rincian
jenisnya, belanja operasi terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja
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modal meliputi; antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan

bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Dana

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan pada otorisasi,

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai

berikut:

1.

Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen

dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai
apakah kegiatan penyelenggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisien dan
efektif perekonomian.

Fungsi distribusi, yaitu anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan

kepatuhan.
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6. Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Menurut  Widjajanta (2014) APBD disusun sesuai  kebutuhan
penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan
rancangan APBD berpedoman pada rencana pemerintah daerah dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan Negara. Dalam hal anggaran yang diperkirakan
defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut
dalam peraturan daerah, sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus,
ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah. Pemerintah
daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun berikut sejalan dengan
rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada
DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas
kebijakan umum APBD vyang diajukan oleh pemerintah daerah dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan
kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD. Pemerintah daerah
membahas bersama DPRD prioritas dan plafon anggaran sementara untuk
dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah
selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun

berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencan Kkerja dan
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anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat
pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun
berikutnya. Pemerintah daerah mengajukan rancangan APBD disertai penjelasan
dan dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober
tahun selanjutnya.

Pembahasan rancangan APBD dilakukan sesuai dengan undangundang
yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. DPRD dapat mengajukan usul
yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam
rancangan APBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan
APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terperinci sampai
dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Jika DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah untuk membiayai
keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya.

Wikipedia (2021) menjelaskan sumber- sumber penerimaan pemerintah
daerah (subnasional) yaitu:
1. Retribusi (User Charges)

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah

untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan
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bagi penyedia layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh
penyedialayanan publik minimal sebesar tambahan biaya (Marginal Cost)
bagi masyarakat.Ada tiga jenis retribusi, antara lain:

. Retribusi Perizinan Tertentu (Service Fees)

Seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan
berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk
meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas
sesuatu yang diperlukanoleh hukum tidak selalu rasional.

. Retribusi Jasa Umum (Public Prices)

Penerimaan pemerintahdaerah atas hasil penjualan barang-barang privat,
dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat
diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif
atas fasilitas hiburan/ rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat
kompetisiswasta, tanpa pajak, dan subsidi, di mana itu merupakan cara yang
palingefisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi
jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.

. Retribusi Jasa Usaha (Specific Benefit Charges)

Secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari
pembayar pajak yang kontras, seperti Pajak Bahan Bakar Minyak atau Pajak
bumi dan bangunan.

. Pajak bumi dan bangunan (Property Taxes)
Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan

pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang
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akanmampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan
pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian
penting dalam keuangan sektor jasa .

. Pajak Cukai (Excise Taxes)

Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah,
terutama alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak
kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada
yang biasanya terjadi disebagian besar negara Vyaitu dari perspektif
administratif berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar
juga terkait penggunaan jalan, dan efek eksternal seperti kecelakaan
kendaraan, polusi, dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya
dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran
mesin kendaraan (mobil lebih tua, dan lebih besar biasanya memberikan
kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota
menambah polusi, dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver
bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda
kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan, dan
memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun).

. Pajak Penghasilan (Personal Income Taxes)

Diantara beberapa negara di mana pemerintah sub nasional memiliki peran

pengeluaran besar, dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara

Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang
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tetap. Pada tingkat daerah didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak
pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.
2.1.7 Laporan Keuangan Daerah

Menurut Ikatan akuntansi Indonesia (2009) diungkapkan bahwa laporan
keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan
yang lengkap biasanya meliputi Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan
posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya: sebagai
laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan serta materi
penjelasan yang merupakan bagian integral dan lapoan keuangan. Disamping itu
juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan
tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta
pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Pada laporan keuanga non konvensional terdapat laporan yang dinamakan
laporan laba rugi, laporan tersebut berfungsi sebagai tolak ukur kinerja
perusahaan, sedangkan pada laporan keuangan pemerintah pusat tidak terdapat
laporan laba rugi, hal ini dikarenakan pemerintah tidak berorientasi pada profit,
tetapi didalam laporan keuangan kementrian Negara/ lembaga ada laporan yang
memperlihatkan jumlah anggaran yang diotorisasikan dengan realisasinya,
laporan ini disebut realisasi anggaran. Laporan keuangan merupakan sumber
informasi yang sangat penting untuk mengetahui dan menganalisa keadaan dari
suatu perusahaan dan dari hasil analisa disebut dapat diperoleh keputusan yang

tepat.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten

Kolaka. Dimana penelitian ini dilaksanakan selama + 3 bulan yang diawali dari

bulan Apri 2021 sampai bulan Juli 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Terdapat dua data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer
dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang bersumber dari informasi yang diperoleh oleh
tangan pertama dari peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan
spesifik pada studi. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dan
dokumentasi.

2. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan
dari sumber yang telah ada. Sumber data sekundernya adalah Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka tahun
2020.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data diambil langsung pada instansi bersangkutan dengan

meminta izin terlebih dahulu kepada pihak berwenang.
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3.3  Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang akurat tentang penelitian ini maka peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi  adalah  kemampuan  seorang untuk  menggunakan
pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan
pancaindra lainnya. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi langsung. Dalam observasi disini, observasi digunakan untuk
memperoleh data tambahan terkait dengan pengelolaan APBD.
2. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari
wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pemcari
informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee).

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data secara subyektif tentang
bagaimana proses penyusunan Rencana APBD, bagaimana proses penyusunan
Realisasi APBD, bagaimana mekanisme proses pencairan APBD, bagaimana

proses penyaluran APBD, dan lain- lain.

3. Studi dokumentasi
Studi Dokumentasi merupakan pencarian data awal untuk melihat
keadaan/ sutau kondisi. Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan

data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen- dokumen.
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Penggunaan dokumen dalam penelitian ini untuk mengetahui secara
obyektif pengelolaan APBD. Dokumentasi tersebut terdiri dari:

a. Data mengenai profil Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.

b. Data pengelolaan APBD yang meliputi perencanaan APBD, realisasi APBD,
foto- foto transparansi APBD, dan dokumen lainnya yang relevan serta berkas
laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

3.4  Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain
sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada
orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif mulai dilakukan pada saat
proses pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman
analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah
teks yang diperluas atau dideskripsikan.

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang dipilih adalah analisis data
model Milles dan Huberman, yang meliputi:

a. Reduksi data

b. Display/penyajian data

c. Mengambil kesimpulan lalu verifikasi

3.5  Definisi Operasional

1. Anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi Kinerja yang hendak dicapai

selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial,
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sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan
suatu anggaran. Pengertian anggaran kemudian terus berkembang.

. Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan
bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau
keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

. Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari kata account yang berarti
catatan atau laporan dan ability yang berarti kemampuan. Akuntabilas
(accountability) secara umum dapat diartikan suatu bentuk pertanggung
jawaban. Organisasi yang accountable adalah organisasi yang mampu
menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang
telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview inforamsi tersebut, serta
bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif.

. Dalam Undang-undang No0.32 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
menjelaskan bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka ditetapkan
berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, dan Peraturan
Bupati Kolaka Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.

Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretaris
Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif.

Dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya,  Sekretaris  Daerah

menyelenggarakan fungsi:

o))

. Pengoordinasian perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi
pemerintahan lingkup Pemerintah Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Asisten, 12

(Dua Belas) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :
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1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasi :

a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;

c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibun Linmas;

d. Bagian Hukum;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasi :

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

b. Bagian Infrastruktur;

c. Bagian Administrasi Pembangunan;

d. Bagian LayananPengadaan Barang dan Jasa;
3. AsistenAdministrasi Umum, mengkoordinasi :

a. Bagian Umum;

b. Bagian Organisasi;

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;

d. Bagian Tata Usaha Pimpinan.
A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Asisten

yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan
kebijakan, mengkoordinasikan bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat,
pemberdayaan masyarakat, hukum serta sekretariat DPRD dan perangkat daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan,
pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, social pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
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ketentraman, Kketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenagakerja,

transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa,

administrasi kependudukan dan capil serta koordinasi kerukunan umat beragama.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a.

=

Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program dibidang pemerintahan,
kesejahteraan sosial dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan koordinasi penyeleggaraan tugas dan program perangkat daerah
sesuai dengan pembidangan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat;

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai

dengan pembidangan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan

rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan

perumusan Kkebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,

pemantauan dan evaluasi progam kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan

teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan administrasi

kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, aparatur pemerintahan dan

otonomi daerah, serta fasilitasi secretariat pengelolaan perbatasan bagi daerah
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yang berbatasan langsung dengan negara lain atau kerja sama untuk daerah yang

tidak berbatasan dengan negara lain.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a.

Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi

pemerintahan dan administrasi kewilayahan;

. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk

teknis pelaksanaan di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi
kewilayahan;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang

pemerintahan dan administrasi kewilayahan;

. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan di bidang pemerintahan dan

administrasi kewilayahan;

Pelaksanaan pemprosesan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri
bagi pejabat dan pegawaipemerintahdaerah, pimpinansertaanggota DPRD;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:

. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
. Sub Bagian Penataan Otonomi Daerah;

. Sub Bagian Fasilitasi Urusan Perbatasan dan Konflik Pertanahan.
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2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya

di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga,

kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta koordinasi

kerukunan umat beragama.
Dalam  melaksanakan tugasnya, Bagian Kesejahteraan  Rakyat
menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan  kebijakan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di
bidangpendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga,
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta
koordinasi kerukunan umat beragama;

2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan,
pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana serta koordinasi kerukunan umat beragama;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga,
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta
koordinasi kerukunan umat beragama;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga,
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kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta
koordinasi kerukunan umat beragama;

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat,membawahi:

1. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Budaya dan Pariwisata;

2. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;

3. Sub Bagian Fasilitasi Urusan Keagamaan dan Kerukunan Antar Umat

Beragama.

£

Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas;

Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibun Linmas mempunyai tugas
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan,
administrasi dan sumber daya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, tenagakerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan,
sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi

kerukunan umat beragama;
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2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, tenaga Kkerja, transmigrasi, kearsipan dan
perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga
kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan
desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
tenagakerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan
masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas membawabhi :
1. Sub BagianKetentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
2. Sub BagianBina Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perpustakaan dan Kearsipan;

3. Sub BagianBina Pemberdayaan Masyarakat dan Administrasi Kependudukan.
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4. Bagian Hukum

Bagian  Hukum  mempunyai  tugas  merumuskan  kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi
program dan kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang
produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta
penyuluhan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan
perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi
dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup
penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta
administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

3. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan
HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi
hukum;

4. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup
penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta
administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

5. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan peraturan
perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi

dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
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6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Hukum membawabhi:
1. Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
3. Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi, Penyuluhan Hukum dan Evaluasi

Produk Hukum Daerah.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program,
pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur
dan administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil
dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan, perhubungan,
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tuganya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan

menyelenggarakan fungsi :
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1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian dan
sumber daya alam, infrastruktur serta administrasi pembangunan dan layanan
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;

2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah
sesuai dengan pembidangan tugas asisten perekonomian dan pembangunan;

3. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan perangkat daerah sesuai dengan
pembidangan tugas asisten perekonomian dan pembangunan;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian dan sumber daya
alam, infrastruktur, administrasi pembangunan serta layanan pengadaan barang
dan jasa pemerintah daerah;

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  Sekretaris Daerah

sesuaidengantugas dan fungsinya.

=

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Bagian Perkonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi, pemantauan dan evaluasi program Kkegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang
pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan
hidup, energi dan sumber daya mineral serta BUMD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam menyelenggarakan fungsi :
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1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan,
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman
modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi
dan sumber daya mineral, serta Analisis makro ekonomi, sarana perekonomian
dan BUMD;

2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan,
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman
modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi
dan sumber daya mineral, serta Analisis makro ekonomi, sarana perekonomian
dan BUMD;

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil
dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta Analisis
makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan
menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta Analisis makro
ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD;

5. Pelaksanaantugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.
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Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:

1. Sub BagianBina Pertanian;

2. Sub BagianBina Perekonomian;

3. Sub BagianBina Sumber Daya Alam.

2. Bagian Infrastruktur

Bagian Infrastruktur mempunyai tugas membantu Asisten Sekretaris Daerah
dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan
administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan pemukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugasnya,Bagianinfrastruktur  menyelenggarakan
fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik
dan persandian;

2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan,
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

3. Pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan  penyelenggaraan

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
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dan kawasan pemukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan
informatika, statistik dan persandian;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik
dan persandian;

5. pelaksanaantugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Perekonomian Infrastruktur, membawahi:

1. Sub Bagian Bina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

2. Sub Bagian Bina Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan;

3. Sub Bagian Bina Perhubungan dan Kominfo (Komunikasi dan Informatika).

3. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya, penyusunan dan pengendalian program,
monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan
pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Pembangunan
menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan pengendalian
program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksaan dan

kebijakan pembangunan;
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. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk

teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan

evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;

. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan dan

pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi

pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;

. Pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program,

monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan

pembangunan;

. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

. Sub Bagian Bina Pengendalian Program;

Sub Bagian Bina Monitoring dan Evaluasi;
Sub Bagian Bina Data dan Pelaporan.
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas memberikan

pelayanan administratif dalam pengadaan barang/jasa melalui penyelenggara

barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atas seluruhnya bersumber dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang

berlaku.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan

Jasa menyelenggarakan fungsi :

1.

Pelaksanaan teknis operasional dalam bidang pelayanan dan pembinaan
pengadaan barang/jasa pemerintah yang dalam implementasinya oleh
kelompok-kelompok kerja (Pokja pengadaan barang/jasa);

Pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa pemerintahan di bidang
pembinaan administrasi pengadaan;

Pelaksanaan inventarisasi paket-paket kegiatan yang ada di dalam lingkup
pemerintah Kabupaten Kolaka yang akan dilelang/diseleksi;

Pelaksanaan evaluasi dan pengkajian berbagai permasalahan atau kendala
yang dihadapi serta mencari solusi/pemecahan masalah dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintahan;

Pelaksanaan pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasi
manajemen pengadaan;

Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum
bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawabhi:

1.

2.

3.

Sub Bagian Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

Sub Bagian Layanan Elektronik Data dan Pelaporan.
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C. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan
administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan
dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah serta perangkat daerah yang
melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangan serta perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Dalam  melaksanakan  tugasnya, Asisten  Administrasi ~ Umum
menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang umum yang
meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegwaian, bidang organisasi dan
ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta bidang
tata usaha pimpinan;

2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah
sesuai dengan pembidangan tugas asisten administrasi umum;

3. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuali
dengan pembidangan tugas asisten administrasi umum;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang umum yang meliputi
perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang organisasi dan
ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta bidang

tata usaha pimpinan;



49

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidenganbidang
tugasnya.

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas penyiapkan perumusan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanan tugas dan fungsi, pemantauan, monitoring dan
evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi
dan sumber daya, urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan
serta kepegawaian Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga,
administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Sekretariat
Daerah;

2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan
perlengkapan serta kepegawaian Sekretariat Daerah;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga,
administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Sekretariat
Daerah;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan rumah
tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Sekretariat
Daerah;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Bagian Umum membawahi :

1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

2. Sub Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah;

3. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.

2. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, analisa jabatan, analisa
beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi menyelenggarakan
fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, analisa
jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan
pengembangan Kinerja organisasi;

2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja,
ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja,
ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang
kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan

publik dan pengembangan Kinerja organisasi;
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. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Organisasi membawabhi :
1. Sub Bagian Kelembagaan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
2. Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik;

3. Sub BagianPengambangan Kinerja Organisasi.

w

. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,

pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan
teknis, administrasi dan sumber daya di bidang penyelenggaraan kehumasan
kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan,
penyelenggaraan acara dan tamu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan
kehumasan kepada daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan
keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;

2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk

teknis di bidang kehumasan kepada daerah dan wakil kepala daerah,

penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;
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3. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya di bidang
kehumasan kepada daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan
keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;

4. Pelaksanaan juru bicara Bupati dan Pemerintah Kabupaten;

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang
penyelenggaraan kehumasan kepada daerah dan wakil kepala daerah,
penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawabhi :

1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pimpinan;

2. Sub Bagian Protokol;

3. Sub Bagian Acara dan Tamu.

=

Bagian Tata Usaha Pimpinan

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan
evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi
dan sumber daya urusan tata usaha kepala daerah dan wakil kepala daerah, tata
usaha sekretaris daerah dan tata usaha staf ahli.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha Pimpinan

menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan tata usaha kepala daerah

dan wakil kepala daerah, tata usaha sekretaris daerah dan tata usaha staf ahli;
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2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program Kkegiatan serta petunjuk
teknis urusan tata usaha kepala daerah dan wakil kepala daerah, tata usaha
sekretaris daerah dan tata usaha staf ahli;

3. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya urusan tata
usaha kepala daerah dan wakil kepala daerah, tata usaha sekretaris daerah dan
tata usaha staf ahli;

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan urusan
tata usaha kepala daerah dan wakil kepala daerah, tata usaha sekretaris daerah
dan tata usaha staf ahli;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Tata Usaha Pimpinan membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati;

2. Sub BagianTata Usaha Sekretaris Daerah;

3. Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.

D. Staf Ahli

Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf Ahli yang dimaksud

diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan. Pengangkatan dan pemberhentian

Staf Ahli merupakan kewenangan Bupati. Staf Ahli bertugas memberikan

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;

Staf Ahli terdiri dari:

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
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Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :

. Penyelengggaraan perumusan bahan telaahan, kajian, saran dan pertimbangan

sesuai bidang tugasnya;
Penyampaian telaahan, kajian saran dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan keahliannya.

E. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data yang ada sampai pada tanggal 31 Desember 2019,

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Kolaka berjumlah 149 orang dan Pegawai Non PNS berjumlah 105 orang dengan

rincian sebagai berikut. Jumlah PNS menurut pendidikan terdiri dari:

Strata Dua (S2) 24 orang
Strata Satu (S1) 80 orang
Diploma IV (D4) 6 orang
Diploma 111 (D3) 7 orang
SLTA 32 orang
Jumlah 149 orang

Jumlah PNS menurut tingkat golongan, terdiri dari:

Gol. IV/d 1 orang
Gol. IV/c 5 orang
Gol. IV/b 14 orang
Gol. IV/a 2 orang
Gol. I1/d 19 orang
Gol. Ill/c 22 orang
Gol. HI/b 31 orang
Gol. Ill/a 22 orang
Gol. ll/d 8 orang
Gol. ll/c 12 orang
Gol. Il/b 9 orang




Gol. Il/a 3 orang
Gol. I/c 1 orang
Jumlah 149 orang

PNS menurut tingkat pendidikan, terdiri dari :

SMA/MA sederajat 57 orang
Diploma Il (D3) 8 orang
Strata Satu (S1) 40 orang
Jumlah 105 orang

4.2 Visi dan Misi Sekretariat Daerah
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Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai

sedangkan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi

dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai

beserta indikator-indikatornya.

Visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka mengacu pada visi

dan misi Kabupaten Kolaka yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah. Adapun Visi Kabupaten Kolaka adalah sebagai

berikut:

“KABUPATEN KOLAKA YANG MAJU, BERKEADILAN DAN
SEJAHTERA”

Sedangkan misi Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sendi-sendi

sosial, budaya dan agama;
2. Peningkatan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan;

3. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah;

4. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat;
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5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan
hidup.
Adapun misi Kabupaten Kolaka yang menjadi acuan untuk Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka yaitu :
o Misi Pertama :
Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sendi-
sendi sosial, budaya dan agama
o Misi Keempat :
Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan
bermartabat.
Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kolaka yang dijadikan acuan,
adapun visi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015-2019 adalah :
“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
MELALUI PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Sekretariat Daerah
diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

perumusan kebijakan pemerintahan daerah yang tepat dan efisien serta

peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



4.3 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN UMUM SETDA KAB. KOLAKA

H. YAHYA DARISE, § P4, MMPd
| |
T KASUBAG.K
—— %“ﬁc‘w‘“ KASUBAG, ADMINISTRASI KEUANGAN KASUBAG. KEPEGAWAIAN
WAHYUDIN, SH Hj MUSNAENL, SH Hj. SURIANI MARWANG, SE
No Nama Staf No Nama Staf No Nama Staf
T | ANTTA.SP T | RUSTAMEFENDY. S Kom T | HARLINA.SH
7 [ TRINAVASARLSE.1LS; Y [ Hj ADRYAN T TNURAFNLANG
3 T WEAJOLAUTO S Kom 3 | EVILEDY DIANA S 3 | EKA YUINA YANTHY
T ANSAR AMA T ATIO.S 508 7 [ FITRIANA
3 | DEDIUSRIADITUSMAN 5 [ NASRUN.SH
§ [ SUIARTO § T MINRANG.S.50
7| B, ASNAWATI 7 | SERLY.AMA
T | ALASRINROLA § [ SAINAL SH
3 [ TUNUS MORIANANUNGGU 3 [ FITRARYANA BRARIMLSE
10 | SURATNO 10| SUBARTLAM
11 [ ABDULIALL 532 11 | ANDIRASWAN
12 | ABDULAZIS JUMADIT. A, SKom 12 | RESTICECE LIAWATI
13 | SANUDIN 13 | MASRIMUSTARING
14| ROSNAWATI
15 | ELIA AGUS PURNOMNO
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4.4 Data Penelitian
4.4.1 Dokumen Keuangan
a. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Tabel 4.1

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN '
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
KABUPATEN KOLAKA RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan 1 4.01 Pemerintahan Umum
Organisasi :4.01.4.01.03 Sekretariat Daerah
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode i e Jumlah (Rp).s — Bertambah /
raian ebelum etela
Berkuran
nesening Perubahan Perubahan 9
1 2 3 4
5.2 BELANJA LANGSUNG
5182 1 |BELANJA PEGAWAI 648 000.000 654.000.000 6 000 000
5 2 |BELANJA BARANG DAN JASA 5542929080 | 4709119538 (B33 809 542)
' 2 3 |[BELANJA MODAL 3 240 369 793 3980 047 390 739677 587
JUMLAH 9.431.298.873 | 9.343.166.928 (88.131.945)
Kolaka September 2020
|, > Bag an Umum
elc érﬁa* Kolaka
| >T ‘H -
o =<2l B 5% ) o
,x:\_‘_ -_:“',,51)5'{;' 3
\H YAHYA 6A E S Pd..MM.Pd.

; Pembing TK | Gol. IV/b

NIP 19621

015158310 1 01
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Yang menjadi penanggung jawab Rencana dan Realisasi APBD di SKPD
Kabupaten Kolaka adalah H. Yahya Darise, S.Pd.,MM.Pd selaku kepala Bagian
Umum Setda Kabupaten Kolaka.

b. Pengalokasian Dana

Anggaran yang diperoleh oleh pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
adalah  dari pemerintah pusat, pengguna dana tersebut dialokasikan untuk
pembiayaan program pelayanan administrasi perkantoran (penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya listrik dan air, penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan
barang cetakan dan penggandaan, penyediaan makanan dan minuman, rapat- rapat
koordinasi dan  konsultasi ke luar daerah, penyusunan laporan
pertanggungjawaban bulanan SKPD, penyusunan laporan asset triwulan dan
semester SKPD, penyediaan jasa tenaga teknis administrasi perkantoran, dan
rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah), program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur (pengadaan kendaraan dinas/operasional,
pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas, pengadaan perlengkapan gedung
kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin.berkala rumah
jabatan dan gedung kantor, pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas,
pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor), program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (belanja kepesertaan pelatihan), dan
program bagian umum (kegiatan pelayanan kepegawaian setda, kegiatan
pelayanan rumah tangga dan perlengkapan, dan kegiatan pelayanan administrasi

keuangan).
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“APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu

tahun anggaran. Rencana APBD dibuat pada bulan Oktober minggu pertama di

tahun sebelumnya. Yang terlibat adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TPAD) dan DPRD” Pendapat informan tersebut adalah suatu langkah awal agar

penulis mengetahui apakah APBD berjalan sesuai prosedur pada kantor tersebut

atau tidak,

Tabel 4.2

Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Kolaka

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ng’ﬂ_"
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA SKPD 22
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN 401 Pematintahan Umum
ORGANISAS! 40140101 Sekretariat Doerah
Sub Unit Organisasi 4014010316  Bagan Umum
REKAPITULAS| ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
s JUNLAR JUMLAH
.. - g “SEBELUM PERUBANAN SETELAH PERUBAHAN TAAN
PRO, KEGUTAN | (KUANTITATI|  BELANIA BELANIA BELANJA AELANI BELANJA L
i Al PEGAWAI | BARANGEJASA|  NMODAL SUNLAH PEGAWAL | DARANG & asa [ SELAMJANOOAL| - JUMLAK total
il2 3 4 5 [ 7 [] [] 10 " 12 13 14 15
- Program Pelayanan Adminisirasi
Petkantoran
02 Penyedisan Jasa Komunikasi, Sumber Deya Bag Umum 18300000 . 18300 000 18 300 000 - 18,300,000
Lintrik dan Air
Ponyediaan Jasa Pemelharaan dan . = 1 i
% |perzinan Kendaraan Dinas/Operasional Lz kel ey it Sl
10 [Penyediaan Alat Tuls Kantor Bag Umum 42702 000 - 42702000 42702 000| - 42702000
11 |Penyediaan Barang Cetakan Dan Bag Umum 73637 400 .| 73837400 68,540,200 -| £954D200| (4097.200) (556)
Penggandaan
17 |Peay Makanan dan Minuman Bag. Umum 1062 295 00 - | 1oe2205 000 #63.150.000 -| eea1s0000| (219.145.000) (20.25)
18 fauagﬂﬂrahl Koordinast dan Konsultasl Ke Bag Umum 74 472,000 - 74472000 40.886.000 -| 40986000 | (33.486.000) (44,56)
uar Daeral
23 |Penyusunan Loparan Pertanggungiawaban | - pop 73200 000 87.000 | 73287000 73200000 87.000 .| 7azerom =
Bufanan SKPD
74 eny R ar INpEm AR [ e Bag Umum 15200000 2979000 Ma17o 000 | 116200000 | 2678000 | mareon
Semaster SKPD
5 l‘:ﬂ":“l"“" Jasa Tenaga teknis Adm Bag Umum 450.600.000 35,000 -|  459.695.000 | 465.£00.000 96.000 -| 46s6s5000| 8000000 131
erkanioran
4o [Fepatitapat hoordinasi dan KonsutasiKe | o e 26 800 000 -| 28800000 16.975.000 -| 18975000 | (12825000) (43.04)
Daiam Daerah
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5 [Pengadaan Kendaraan Dinas  Opsrasionsl 20845000 20845000 133540000 | 133840000 | 112695.000 | 54083
[Pangadaan Periengkapan Ruman Jabatan 17.500000 [ 17.500.000 17.500.000 | 17.500.000
Dinss.
07 |Pangadann Perlengkapan Gedung Kartor Hag Umum 255 507.000 | 255 507 000 385434 200 | 383494700 | 133997200 | 52.44
09 |Pengataan Peralatan Gedung Kantor 8ag Umum 25000000 25000000 10418000 | 140416000 115.419.000 | 48168
20 |Pamolharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Bag Umum 802 848,793 1 B02 648,783 895 676 883 - 805676 863 83028064 | 1188
22 |Pemelinaraan RutinBerkala Gedung Kanlor | Bag Umum 450 635 081 -| asoeasost 510947 375 S| 5004737s| 0312284 | 1338
o4 |Pemelinaraan Rutin / Barkala Kendaraan Bag Umum 473.635.000 -| 473835000 450 805,000 -| 4s9805.000| (14.030.000)| (2.66)
*" |Oinas 1 Operasional
2% Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Geding Kaar Bag Umum 125 536 000 .| 125,566,000 125 58 000 -] 125566.000
2 Pemeliharaan Rutin / Barxala Petalatan
Gadung Kantor Bag Umum 36 200 000 | 30200000 36,200,000 -| 33200000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
05 )
Daya Aparatur Bag. Umum
01 |Belanja Kepesertaan Pelatiahn Bag Umum 15,000 000 | 15000000 (15.000 090)| (100,00)
67 Progran Bagian Umum
01 |Kegaatan Petayanan Kepegawaian Setda Bag Umum 138 685 200 -| 138985200 84 756 000 - eaeanco| (74217 200)| (52.40)
2 Kogiatan Peiayanan Rumah Tangga dan ” . 2 7 5
Potiongkapan Bag Lmum 2026 712600 2921517763 | 4648 230 393 -| 1457.974100 | 3299.094 190 | 4757.065290 | (191165 103)| (3.88)
03 [Kegiatan Pe‘ayansn Administiast Keuangan |  Bag Umum 133.179 000 .| 133179000 67571 000 <[ 67571000 | (45608 000)( (34,25)
JUMLAH] 848000000 | 5542929.080 | 3.240.369.783 | 9.431.208.873 | 654.000.000 | 4709.116.538 | 3.980.047.360 | 9.34.166.928 | (88.131.948)[ (093]
Kolaka, September 2020
Kepalo Bageartmem Sekretanat Caerah
Pembina TK.I Gol IVid
NP 16521015 126310 1 001
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Anggaran yang diperoleh oleh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Kolaka dialokasikan untuk program pelayanan

administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program bagian umum.

=

Untuk bagian program pelayanan administrasi perkantoran, yaitu:
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang dialokasikan
pada belanja barang dan jasa sebesar Rp.18.300.000,- yang besarnya sama
sebelum perubahan dan setelah perubahan.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp.15.800.000,- yang
besarnya sama sebelum perubahan dan setelah perubahan.

Penyediaan alat tulis kantor yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa
sebesar Rp.42.702.000,- yang besarnya sama sebelum perubahan dan setelah
perubahan.

Penyediaan barang cetakan dan penggadaian yang dialokasikan pada belanja
barang dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp.73.637.400,- dan terjadi
pengurangan dana setelah perubahan sebesar Rp.4.097.200,- maka
pengalokasian dananya adalah sebesar Rp.69.540.200,-

Penyediaan makanan dan minuman yang dialokasikan pada belanja barang
dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp.1.082.295.000,- dan terjadi
pengurangan dana setelah perubahan sebesar Rp.219.145.000,- maka

pengalokasian dananya adalah sebesar Rp.863.150.000,-
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Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dialokasikan pada
belanja barang dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp.74.472.000,- dan
terjadi pengurangan dana setelah perubahan sebesar Rp.33.486.000,- maka
pengalokasian dananya adalah sebesar Rp.40.986.000,-

Penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan SKPD yang dialokasikan
pada belanja pegawai sebesar Rp.73.200.000,- serta belanja barang dan jasa
sebesar Rp.87.000,- dengan total sebesar Rp.73.287.000,- yang besarnya
sama sebelum perubahan dan setelah perubahan.

Penyusunan laporan asset triwulan dan semester SKPD yang dialokasikan
pada belanja pegawai sebesar Rp.115.200.000,- serta belanja barang dan jasa
sebesar Rp.2.979.000,- dengan total sebesar Rp.118.179.000,- yang besarnya
sama sebelum perubahan dan setelah perubahan.

Penyediaan jasa tenaga teknis administrasi perkantoran yang dialokasikan
pada belanja pegawai sebesar Rp.459.600.000,- serta belanja barang dan jasa
sebesar Rp.95.000,- dengan total sebesar Rp.465.695.000,- dan terjadi
penambahan dana setelah perubahan pada belanja pegawai sebesar
Rp.6.000.000,- maka pengalokasian dananya adalah sebesar Rp.465.695.000,-
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dialokasikan
pada belanja barang dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp.73.637.400,- dan
terjadi pengurangan dana setelah perubahan sebesar Rp.12.825.000,- maka
pengalokasian dananya adalah sebesar Rp.16.975.000,-

Untuk bagian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yaitu:
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Pengadaan kendaraan dinas/operasional yang dialokasikan pada belanja
modal sebelum perubahan sebesar Rp.20.845.000,- dan terjadi penambahan
dana setelah perubahan sebesar Rp.112.695.000,- maka pengalokasian
dananya adalah sebesar Rp.133.540.000,-

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas yang dialokasikan pada belanja
modal sebesar Rp.17.500.000,- yang besarnya sama sebelum perubahan dan
setelah perubahan.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dialokasikan pada belanja
modal sebelum perubahan sebesar Rp.255.507.000,- dan terjadi penambahan
dana setelah perubahan sebesar Rp.133.987.200,- maka pengalokasian
dananya adalah sebesar Rp.389.494.200,-

Pengadaan peralatan gedung kantor yang dialokasikan pada belanja modal
sebelum perubahan sebesar Rp.25.000.000,- dan terjadi penambahan dana
setelah perubahan sebesar Rp.115.419.000,- maka pengalokasian dananya
adalah sebesar Rp.140.419.000,-

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan yang dialokasikan pada belanja
barang dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp.802.648.799,- dan terjadi
penambahan dana setelah perubahan sebesar Rp.93.028.064,- maka
pengalokasian dananya adalah sebesar Rp.895.676.863,-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dialokasikan pada belanja
barang dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp.450.635.081,- dan terjadi
penambahan dana setelah perubahan sebesar Rp.60.312.294,- maka

pengalokasian dananya adalah sebesar Rp.510.947.375,-
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Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dialokasikan
pada belanja barang dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp.473.875.000,-
dan terjadi pengurangan dana setelah perubahan sebesar Rp.14.030.000,-
maka pengalokasian dananya adalah sebesar Rp.459.805.000,-

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang dialokasikan
pada belanja barang dan jasa sebesar Rp.125.566.000,- yang besarnya sama
sebelum perubahan dan setelah perubahan.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang dialokasikan
pada belanja barang dan jasa sebesar Rp.36.200.000,- yang besarnya sama
sebelum perubahan dan setelah perubahan.

Untuk bagian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yaitu:
Belanja kepesertaan pelatihan yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa
sebelum perubahan sebesar Rp.15.000.000,- dan terjadi pengurangan dana
setelah perubahan sebesar Rp.15.000.000,- maka pengalokasian dananya
adalah sebesar Rp.0,-

Untuk bagian program bagian umum, yaitu:

Kegiatan pelayanan kepegawaian setda yang dialokasikan pada belanja
barang dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp.138.985.200,- dan terjadi
pengurangan dana setelah perubahan sebesar Rp.74.217.200,- maka
pengalokasian dananya adalah sebesar Rp.64.768.000,-

Kegiatan pelayanan rumah tangga dan perlengkapan yang dialokasikan pada
belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.026.712.600,- serta belanja modal

sebesar Rp.2.921.517.793,- dengan total sebesar Rp.4.948.230.393,- dan
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terjadi pengurangan dana setelah perubahan pada barang dan jasa serta
belanja modal sebesar Rp.191.165.103,- maka pengalokasian dananya adalah
sebesar Rp.4.757.065.290,-

3. Kegiatan pelayanan administrasi keuangan yang dialokasikan pada belanja
barang dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp.133.179.000,- dan terjadi
pengurangan dana setelah perubahan sebesar Rp.45.608.000,- maka
pengalokasian dananya adalah sebesar Rp.87.571.000,-

Maka jumlah dana untuk program pelayanan administrasi perkantoran,
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur, dan program bagian umum sebelum perubahan
pada belanja pegawai sebesar Rp.648.000.000,- pada belanja barang dan jasa
sebesar Rp.5.542.929.080,- pada belanja modal sebesar Rp.3.240.369.793,-
dengan total sebesar Rp.9.431.298.873,- terdapat pengurangan dana sebesar
Rp.88.131945,- yang berakibat terhadap dana setelah perubahan pada belanja
pegawai sebesar Rp.654.000.000,- pada belanja barang dan jasa sebesar
Rp.4.709.119.538,- pada belanja modal sebesar Rp.3.980.047.390,- dengan total

sebesar Rp.9.343.166.928, -



c. Realisasi Penggunaan Dana

Tabel 4.3
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Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BelanjaAdministratif)

SKPD
Pengguna Anggaran/Kuas

KABUPATEN KOLAKA

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

a Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Tahun Anggaran
Bulan

(SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)
: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
MUH. SAID, SH.
: ANDI KASWAN
12020
: DESEMBER

SPJ.LS Barang & Jasa’| SPJ-UPIGUTY Jumiah SPJ | Sisa Pagu
Kode Uraian Jumilah sd 5.4 sd sd (LS*UPIGUTU)|  Anggaran
Rekening Anggatan Bulan Bulan ini Bulan ini Bulan Bulan ini Bulan ini 5.d bulan ini
Lalu Laly
1 2 3 7 5 a(7+8) 10 11 12 (10+11) 13(6+9+12) 143-13)
PENGELUARAN
9140103 16 BELANJA LANGSUNG
[+014010301025220306 ;Sl:valni: CEwatFasim Wintorme Ty Kabel TV 18.300,600.00 17 676,000 95000 18.271.000 2300060
4014010301055 2 203 14 [Belana Sural larca Homor Kendaraan 15 £00,000,00 = z = 1563950 2680275 4940275 | 10454 725 00
4014010301105 20101 |Belanya Alal Tuls Fanter 42702 000.0 E 5 €69 000 42541000 42541 000 61,000 L0
4014010307 115220601 |Belanja Cetax 220,000 1 855, 000 34,35 000 84,000 00
4014010301 1152 20602 |Beianja Penggandaan 21 275 200.00 g B 3.236,000 21281500 73,700.00
401401030111522 0603 [Belana Peryiidan 10825 000 00 E E 10825000
4012010307 17522 1102 |Belanja Maranan Jar Minuman Rapal 301555 000 00 101,373,000 22.000.00
401401030117522 1103 |Belana Wakanan can Muman Tamy 761756 000 00 317 505,00 751,709,000 46,000 00
4014010307 195221502 |Belana Peranan Drias |aai Daerah 40 G#5, 000 00 0,232,000 40,290 600 66,000 00
4.0140103012352.10106 [Balanga Honoranum Penangaung Jawal dan 73,2000 e 73,200,600
Stat Pangeloia Keuargan 72,200 021 %
4014010301 235220101 |[Belana Alal Tuls Kartar 87.000 57 600
401401030924 5210102 |Balans Honararium Tim Sergadaan Baranglasa £5800.000 | 5% 800,000 000
40140103072452 10107 [Beianja Honorarum PengeiclaPengurus Sarang 45,600,000 45 600,000
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Kolaka 30 Desember 2020

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

e

ANDI KASWAN

Pengalokasian anggaran yang diperoleh oleh pihak Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka digunakan untuk pengeluaran belanja,
yaitu:

1. Belanja kawat/faksmili/internet/TV kabel/TV satelit, jumlah anggarannya
adalah Rp.18.300.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.29.000,- maka
jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.18.271.000,-

2. Belanja surat tanda nomor Kkendaraan, jumlah anggarannya adalah
Rp.15.800.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.10.859.725,- maka jumlah

SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.4.940.275,-
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Belanja alat tulis kantor, jumlah anggarannya adalah Rp.42.702.000,- dengan
sisa anggaran sebesar Rp.61.000,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir
adalah sebesar Rp.42.641.000,-

Belanja cetak, jumlah anggarannya adalah Rp.37.440.000,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.84.000,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.37.356.000,-

Belanja penggandaan, jumlah anggarannya adalah Rp.21.275.200,- dengan
sisa anggaran sebesar Rp.13.700,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir
adalah sebesar Rp.21.261.500,-

Belanja penjilidan, jumlah anggarannya adalah Rp.10.825.000,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.10.825.000,-

Belanja makanan dan minuman rapat, jumlah anggarannya adalah
Rp.101.395.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.22.000,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.101.373.000,-

Belanja makanan dan minuman tamu, jumlah anggarannya adalah
Rp.761.755.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.46.000,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.761.709.000,-

Belanja perjalanan dinas luar daerah, jumlah anggarannya adalah
Rp.40.986.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.696.000,- maka jumlah SPJ

sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.40.290.000,-
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Belanja honorarium penanggung jawab dan staf pengelola keuangan, jumlah
anggarannya adalah Rp.73.200.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,-
maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.73.200.000,-
Belanja honorarium pengelola/pengurus barang, jumlah anggarannya adalah
Rp.45.600.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.45.600.000,-

Belanja alat tulis kantor, jumlah anggarannya adalah Rp.2.979.000,- dengan
sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.2.979.000,-

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap, jumlah anggarannya adalah
Rp.465.600.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.465.600.000,-

Belanja alat tulis kantor, jumlah anggarannya adalah Rp.95.000,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.95.000,-

Belanja perjalanan dinas dalam daerah, jumlah anggarannya adalah
Rp.16.975.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.25.000,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.16.950.000,-

Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat angkutan darat bermotor,
jumlah anggarannya adalah Rp.6.090.000,- dengan sisa anggaran sebesar
Rp.25.000,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar

Rp.127.450.000,-
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Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat-alat bantu, jumlah
anggarannya adalah Rp.17.500.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,-
maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.17.500.000,-
Belanja bahan-bahan dan obat-obatan, jumlah anggarannya adalah
Rp.30.178.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.30.178.000,-

Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga, jumlah
anggarannya adalah Rp.181.479.000,- dengan sisa anggaran sebesar
Rp.1.200.000,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar
Rp.180.279.000,-

Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat pendingin, jumlah
anggarannya adalah Rp.122.459.000,- dengan sisa anggaran sebesar
Rp.360.000,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar
Rp.122.099.000,-

Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga lainnya
(home use), jumlah anggarannya adalah Rp.40.244.200,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.45.200,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.40.199,-

Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat bantu keamanan, jumlah
anggarannya adalah Rp.15.134.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,-

maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.15.134.000,-
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Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan personil komputer, jumlah
anggarannya adalah Rp.101.000.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,-
maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.101.000.000,-
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan peralatan mini komputer,
jumlah anggarannya adalah Rp.39.419.000,- dengan sisa anggaran sebesar
Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar
Rp.39.419.000,-

Belanja jasa kantor, jumlah anggarannya adalah Rp.18.066.951,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.8.519.299,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir
adalah sebesar Rp.9.547.652,-

Belanja pemeliharaan rumah jabatan, jumlah anggarannya adalah
Rp.550.341.912.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.412,- maka jumlah
SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.550.341.500,-

Belanja pemeliharaan listrik, jaringan dan air, jumlah anggarannya adalah
Rp.327.268.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.10.002.373,- maka jumlah
SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.326.265.627,-

Belanja pemeliharaan gedung kantor/bangunan, jumlah anggarannya adalah
Rp.347.434.875,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.375,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.347.433.500,-

Belanja pemeliharaan listrik, jaringan dan air, jumlah anggarannya adalah
Rp.163.512.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.500,- maka jumlah SPJ

sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.163.509.000,-
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Belanja bahan bakar minyak/gas, jumlah anggarannya adalah
Rp.288.600.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.48.000,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.288.552.000,-

Belanja jasa service, jumlah anggarannya adalah Rp.13.140.000,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.13.140.000,-

Belanja penggantian suku cadang, jumlah anggarannya adalah
Rp.158.065.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.433.955,- maka jumlah
SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.158.021.045,-

Belanja pemeliharaan dan peralatan kantor, jumlah anggarannya adalah
Rp.125.566.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.125.566.000,-

Belanja pemeliharaan dan perlengkapan kantor, jumlah anggarannya adalah
Rp.36.200.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.36.200.000,-

Belanja kepesertaan pelatihan, jumlah anggarannya adalah Rp.0,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.0,-

Belanja alat tulis kantor, jumlah anggarannya adalah Rp.5.676.000,- dengan
sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah

sebesar Rp.5.676.000,-
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Belanja penggandaan, jumlah anggarannya adalah Rp.5.770.000,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.200,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.5.769.800,-

Belanja penjilidan, jumlah anggarannya adalah Rp.2.500.000,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.2.500.000,-

Belanja perjalanan dinas dalam daerah, jumlah anggarannya adalah
Rp.19.750.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.19.750.000,-

Belanja perjalanan dinas luar daerah, jumlah anggarannya adalah
Rp.31.072.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.22.000.000,- maka jumlah
SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.31.050.000,-

Belanja kepesertaan pelatihan, jumlah anggarannya adalah Rp.0,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.0,-

Belanja alat tulis kantor, jumlah anggarannya adalah Rp.1.777.000,- dengan
sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.1.777.000,-

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jumlah anggarannya
adalah Rp.23.469.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.26.000,- maka

jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.23.443.000,-
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Belanja jasa kebersihan, jumlah anggarannya adalah Rp.612.000.000,-
dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.404.000,- maka jumlah SPJ sampai bulan
terakhir adalah sebesar Rp.608.596.000,-

Belanja cetak, jumlah anggarannya adalah Rp.1.686.000,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.1.686.000,-

Belanja, jumlah anggarannya adalah Rp.2.036.400,- dengan sisa anggaran
sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar
Rp.2.036.400,-

Belanja sewa meja kursi, jumlah anggarannya adalah Rp.160.000.000,-
dengan sisa anggaran sebesar Rp.650.000,- maka jumlah SPJ sampai bulan
terakhir adalah sebesar Rp.105.350.000,-

Belanja tenda, jumlah anggarannya adalah Rp.322.500.000,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.500.000,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir
adalah sebesar Rp.322.000.000,-

Belanja sewa panggung, jumlah anggarannya adalah Rp.50.000.000,- dengan
sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.50.000.000,-

Belanja sewa dekorasi, jumlah anggarannya adalah Rp.150.000.000,- dengan
sisa anggaran sebesar Rp.675.000,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir

adalah sebesar Rp.149.325.000,-
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Belanja sewa lampu/lighting, jumlah anggarannya adalah Rp.0,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.0,-

Belanja perjalanan dinas dalam daerah, jumlah anggarannya adalah
Rp.41.500.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.90.000,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.41.410.000,-

Belanja perjalanan dinas luar daerah, jumlah anggarannya adalah
Rp.36.286..000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.821.000.000,- maka
jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.31.050.000,-

Belanja kepesertaan pelatihan, jumlah anggarannya adalah Rp.5.000.000,-
dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir
adalah sebesar Rp.5.000.000,-

Belanja pot/vas bunga, jumlah anggarannya adalah Rp.20.634.500,- dengan
sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.20.634.500,-

Belanja pengadaan rumbai/umbul- umbul, jumlah anggarannya adalah
Rp.65.000.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.65.000.000,-

Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau, jumlah
anggarannya adalah Rp.20.136.20,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.O,-
maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.20.136.200,-
Belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan alat kantor lainnya, jumlah

anggarannya adalah Rp.873.026.000,- dengan sisa anggaran sebesar
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Rp.1.570.000,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar
Rp.871.456.000,-

Belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan alat rumah tangga lainyya
(home use), jumlah anggarannya adalah Rp.166.917.000,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.1.012.500,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir
adalah sebesar Rp.165.904.500,-

Belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan peralatan studio visual,
jumlah anggarannya adalah Rp.200.000.000,- dengan sisa anggaran sebesar
Rp.2.055.000.,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar
Rp.197.945.000,-

Belanja modal gedung dan bangunan- pengadaan bangunan kantor, jumlah
anggarannya adalah Rp.725.001.888,- dengan sisa anggaran sebesar
Rp.5.919.488,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar
Rp.719.082,400,-

Belanja modal gedung dan bangunan- pengadaan bangunan rumah negara
golongan 1, jumlah anggarannya adalah Rp.1.334.095.302,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.14.667.602,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir
adalah sebesar Rp.1.319.427.900,-

Belanja alat tulis kantor, jumlah anggarannya adalah Rp.14.259.000,- dengan
sisa anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah

sebesar Rp.14.259.000,-
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Belanja penggandaan, jumlah anggarannya adalah Rp.10.700.000,- dengan
sisa anggaran sebesar Rp.58.650,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir
adalah sebesar Rp.10.641.350,-

Belanja penjilidan, jumlah anggarannya adalah Rp.9.190.000,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp.0,- maka jumlah SPJ sampai bulan terakhir adalah
sebesar Rp.9.190.000,-

Belanja perjalanan dinas dalam daerah, jumlah anggarannya adalah
Rp.21.250.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.50.000,- maka jumlah SPJ
sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.21.200.000,-

Belanja perjalanan dinas luar daerah, jumlah anggarannya adalah
Rp.32.172..000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.029.000,- maka jumlah

SPJ sampai bulan terakhir adalah sebesar Rp.31.143.000,-

4.5 Hasil Observasi
Tabel 4.5
Hasil Observasi
No Indikator Ada Tidak Ada
1 Format perencanaan dana %
5 Format penggunaan dana v

Landasan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Sistem Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyampaian LPPD,
LKPJ dan Informasi Laporan kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD Kabupaten Kolaka.
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4.6 Analisis Data Penelitian
4.6.1 Analisis Rencana Anggaran Dan Pendapatan Belanja Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka

Setelah membuat rencana anggaran dana, kantor akan mengetahui berapa
jumlah keseluruhan dana yang akan digunakan, maka dilakukan analisis rencana
anggaran dan pendapatan belanja Kantor Sekeretariat Daerah Kabupaten Kolaka
seperti yang terdapat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Analisis Rencana Anggaran Dana Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka

Rencana Sebelum

Rencana Setelah

Uraian Perubahan Perubahan Bertambah/Berkurang
Belanja Pegawai Rp.648.000.000,- | Rp.654.000.000,- Rp.6.000.000,-
Saer']ajna{:‘aBarang Rp.5.542.929.080,- | Rp.4.709.119.538, - (Rp.833.809.542,-)
Belanja Modal Rp.3.240.369.793,- | Rp.3.980.047.390,- Rp.739.677.597,-
Jumlah Rp. 9.431.298.873,- | Rp.9.343.166.928, - (Rp.88.131.945,-)

Dari tabel 4. 6 diatas mengenai analisis rencana dan penggunaan anggaran
Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka periode 2020 dapat diketahui bahwa
memiliki

rencana sebelum perubahan dan rencana setelah perubahan

ketidaksamaan dimana dapat dilihat dari belanja pegawai yang awalnya
direncanakan sebesar Rp.648.000.000,- namun mengalami penambahan anggaran
sebesar Rp.6.000.000, menjadi sebesar Rp.654.000.000,- kemudian pada belanja
barang dan jasa yang awalnya direncanakan sebesar Rp.5.542.929.080,- namun

mengalami penurunan anggaran yang cukup tinggi sebesar Rp.833.809.542,-

menjadi sebesar Rp.4.709.119.538,- kemudian pada modal yang awalnya
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direncanakan sebesar Rp.3.240.369.793,- namun mengalami penambahan

anggaran yang cukup tinggi sebesar Rp.739.677.597,- menjadi sebesar

Rp.3.980.047.390,- maka jumlah dari anggaran sebelum perubahan dan anggaran

setelah perubahan memiliki penurunan anggaran sebesar Rp.88.131.945,- yang

awalnya sebesar Rp.9.431.298.873,- menjadi sebesar Rp. 9.343.166.928, -

4.6.2 Analisis Realisasi Anggaran Dan Pendapatan Belanja Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka

Realisasi anggaran dana digunakan kantor untuk mengetahui berapa jumlah
keselurunan dana yang telah digunakan, maka dilakukan analisis realisasi
anggaran dan pendapatan belanja Kantor Sekeretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
Format rencana penggunaan anggaran dan realisasi penggunaan anggaran
mempunyai format yang berbeda dimana pada rencana penggunaan anggaran
tersebut diuraikan sesuai dengan program kerjanya, dimana terdapat 4 program
yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan
program bagian umum. Yang kemudian diklasifikasikan lagi menjadi belanja
pegawali, belanja barang dan jasa, atau belanja modal.

Sedangkan pada format realisasi penggunaan anggaran mengikuti urutan
kode rekening dan tidak di klasifikasikan sesuai dengan belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, ataupun belanja modal. Pada format realisasi penggunaan
anggaran, jumlah anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.9.343.166.928 sesuali

dengan jumlah anggaran pada rencana setelah perubahan. Kemudian jumlah SPJ
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belanjanya sebesar Rp.9.267.666.149,- dengan memiliki sisa anggaran sebesar
Rp.75.500.779,-
4.6.3 Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja

Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka

Tabel 4.3
Penerimaan Jumlah Anggaran Jumlah SPJ
SP2D Rp.9.343.166.928,- | Rp.9.321.150.783,-

Potongan PPn

Rp.193.301.739,-

Potongan PPh 21

Rp.10.590.000,-

Potongan PPh 22

Rp.25.144.842,-

Potongan PPh 23 Rp.24.559.960,-
Jumlah Penerimaan Rp.9.574.747.324,-
Jumlah Total Rp.9.574.747.324,-
Pengeluaran Jumlah Anggaran Jumlah SPJ

SPJ

Rp.9.343.166.928,-

Penyetoran PPn

Rp.193.301.739,-

Penyetoran PPh 21

Rp.10.590.000,-

Penyetoran Pph 22

Rp.25.144.842,-

Penyetoran PPh 23 Rp.24.559.960,-
Lain-Lain Rp.53.484.634,-
Jumlah Pengeluaran Rp.9.574.747.324, -
Jumlah Total Rp.9.574.747.324,-
Saldo Kas Rp.0,- Rp.0,-
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Dari tabel diatas daoat dilihat bahwa seluruh saldo kas telah terpakai dimana
jumlah penerimaan anggaran sebesar Rp,9.574.324,- sama dengan jumlah
pengeluaran anggaran sebesar Rp,9.574.324,-
4.7 Pembahasan
4.7.1 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka
1. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka
Dalam pembuatan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja
Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka diawali dengan pembuatan
rencana anggaran tersebut, kantor membuat Rencana Rencana Kerja
Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD)
sebagai rencana yang dirumuskan oleh pemerintah sesuai wewenangnya.
Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKAP-SKPD) disusun untuk merencanakan kerja tahunan Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka dan untuk menetapkan anggaran
pendapatan belanja kantor selama satu tahun. Penyusunan Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka berdasarkan atas kebutuhan masing
masing sumber daya manusia untuk jangka pendek, menengah hingga
jangka panjang.
Untuk lebih mengetahui perencanaan anggaran pendapatan dan
belanja Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, peneliti

menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi dalam menggali
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informasi yang ada dan berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan
yang bersangkutan langsung dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.

“Proses perencanaan APBD mengacu pada PP Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut; (1)
Penyusunan rencana kerja, (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum
anggaran, (3) Penentapan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan
(4) Penyusunan.” Dalam wawancara ini informan sudah sangat transparan
dalam menyampaikan proses perencanaan pengelolaan dana APBD di
Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, dalam aspek perencanaan yang
didalamnya penanggungjawabnya adalah Kepala Bagian Umum Setda
Kabupaten Kolaka.

Dari hasil penelitian mengenai pengelolaan anggaran pendapatan
dan belanja Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, dapat
disesuaikan dalam teori pada bab sebelumnya, dimana dalam sistem
perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka, terdapat proses perencanaan anggaran untuk masa
kerja satu tahun. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka sudah pasti
melakukan pembuatan rencana APBD setiap tahunnya. Dimana rencana

tersebut dibuat pada bulan Oktober minggu pertama di tahun sebelumnya.
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“APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam
masa satu tahun anggaran. Rencana APBD di buat pada bulan Oktober
minggu pertama di tahun sebelumnya”

Dalam proses penyusunan perencanaan anggaran Rencana Kerja
Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD)
dengan adanya keikut sertaan komponen pegawai di Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
dan DPRD. Proses perencanaannya mengacu pada PP Nomor 58 Tahun
2005.

“Yang terlibat adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)
dan DPRD. Proses perencanaan APBD mengacu pada PP Nomor 58
Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu yang pertama
adalah penyusunan rencana kerja, kedua adalah penyusunan rancangan
kebijakan unsur anggaran, ketiga adalah penetapan prioritas dan plafon
anggaran sementara, dan keempat adalah penyusunan”

Dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan anggaran pendapatan
dan belanja Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka dalam proses
perencanaan anggaran Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) sudah cukup baik, karena adanya
keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD dan
terdapat proses perencanaan yang jelas berdasarkan acuan pada PP Nomor

58 Tahun 2005.
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“Perubahan APBD dimungkinkan apabila terjadi perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Ditemui
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Perencanaan
penggunaan dana realisasi APBD rencana keuangan tahunann
pemerintah daerah dan DPRD ditetatpkan oleh Peraturan Daerah”
informan menegaskan bahwa Perubahan dalam anggaran pendapatan dan
belanja Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka dapat terjadi
tergantung dari pihak terkait. Hal ini dilakukan jika ada kebijakan yang
tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Kemudian
Perencanaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka telah ditetapakan oleh peraturan
daerah.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka

“Perencanaan penggunaan dana realisasi APBD Rencana
Keuangan Tahunan Pemeritah Daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh
Peraturan Daerah. Mekanisme pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

informan menyatakan bahwa dalam aspek pelaksanaan anggaran
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pendapatan dan belanja Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
sudah menerapkan aturan yang berlaku dengan memiliki mekanisme
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka tersendiri.

“Mekanisme pengambilan dana APBD dengan sistem
pembayaran Non Tunai yaitu mengirim dana ke rekening pihak penagih
setelah pajak di potong terlebih dahulu” Proses pengambilan anggaran
pendapatan dan belanja Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
dilakukan oleh bank penyalur dari pemerintah pusat kerekening pihsk
penagih setelah pajak telah dipotong terlebih dahulu dengan system
pembayaran non tunai.

“Setelah meneliti kelengkapan bukti- bukti yang diajukan pihak
penagih disesuaikan dengan ketersediaan dana. Yang bertugas adalah
Bendahara berdasarkan keputusan Bupati dan pihak ketiga yang
berdasarkan SP2D. Terdapat pemungutan pajak PPN dan PPh” disini
informan menjelaskan syarat dalam pengambilan anggaran pendapatan dan
belanja Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka dan siapa yang
bertugas serta apa saja pemungutan atau pengurangan dana APBD.

4.7.2 Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeraah Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta
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hasil yang telah dicapai. Transparansi juga dapat menciptakan kepercayaan timbal
balik antara pemerintah, masyarakat, dan warga sekolah melalui penyedian
informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat
dan memadai.

Dalam proses wawancarai ini informan menyampaikan informasi
bahwasanya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka sudah sangat sesuai dengan kebutuhan Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka. Dalam melaksanakan prinsip transparansi
dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka dikaitkan mengenai dalam program pembuatan Rencana Kerja
Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

Dalam penelitian ini, transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja berarti adanya keterbukaan mengenai keuangan Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka dan jumlahnya, rincian dan pertanggungjawabannya harus
jelas kemana sehingga memudahkan pihak yang mesti mengetahuinya. Beberapa
informasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja dapat mudah diakses.

Dapat simpulkan bahwa Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
telah melakukan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana APBD. Maka dari
itu hal tersebut dapat kita lihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan

dana APBD.
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4.7.3 Akuntanbilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di
instansi  pemerintah, akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan
pengelolaan keuangan menjadi bermutu dan dapat dipercaya.

“Informasi mengenai Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
terbuka secara umum dan laporan selalu disampaikan tepat waktu ke BPK”
informan menegaskan bahwa penerapan akuntabilitas dalam penelitian ini
menandakan adanya pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka dan pemerintah.

“Menurut saya penerapan akuntabilitas atau dapat dikatakan
pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelelolaan alokasi dana APBD
cukup memuaskan namun masih bisa lebih dimaksimalkan” informan
menegaskan bahwa penerapan akuntabilitas telah dilaksanakan di Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.

“Sumber dana tersebut digunakan untuk program kegiatan kantor dan
kebutuhan operasional yang sudah direncanakan dan telah ditetapkan” Seperti
yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai pengelolaan
anggaran dana APBD, pihak kantor memperkirakan setiap penggunaan anggaran
sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

“Untuk pengeluaran dana harus disertai dengan bukti berupa nota atau
bukti transfer dan dicatat juga pada kode rekening ” Peneliti juga menganalisis,

akuntablitas dalam penelitian ini mempersentasikan bahwa konvensi peraturan
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dan perundangan dilaksanakan dengan konsekuensi. Sehingga aktivitas dan
pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan indikator
Kinerja untuk mencapai sasaran yang jelas.

“Bentuk laporan pertanggungjawaban bendahara semuanya dituliskan di
dalam file laporan keuangan. Semua komponen biaya maupun pembiayaan terdapat di
dalam buku laporan tersebut dituliskan secara rinci lengkap dengan kode rekeningnya ”
kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut cara pengerjaan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan dalam mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada
pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil analisis, menonjol antara transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan anggaran dana APBD saling bertautan. Transparansi juga
dapat mendorong kenaikan akuntabilitas publik.

4.8 Hasil Wawancara Narasumber

Narasumber dan saya bertemu di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten
Kolaka untuk mengonfirmasikan transparansi dan juga akuntabilitas dari laporan
APBD kantor tersebut. Berikut ini adalah wawancara yang meliputi bagian
transparansi dan juga akuntabilitas.
P: Apakah kantor sekretariat daerah kabupaten kolaka membuat rencana APBD?
N: lya. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam
masa
satu tahun anggaran.
Narasumber menegaskan bahwa mereka membuat rencana APBD dengan

menjelaskan jangka waktu yang menandakan transparansi didalamnya.
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P: Kapan rencana APBD dibuat?
N: Rencana APBD dibuat pada bulan Oktober minggu pertama di tahun
sebelumnya.
Narasumber mengungkapkan waktu spesifik rencana pembuatan APBD yang
menandakan transparansi didalamnya.
P: Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan rencana APBD?
N: Yang terlibat adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan DPRD.
Narasumber mengungkapkan siapa saja yang terlibat dalam rencana pembuatan
APBD yang menandakan transparansi didalamnya.
P: Bagaimana proses pembuatan rencana APBD?
N: Proses perencanaan APBD mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja.

2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.

3. Penentapan prioritas dan plafon anggaran sementara.

4. Penyusunan.
Narasumber menjabarkan acuan dari proses pembuatan rencna APBD yang
menandakan transparansi didalamnya.
P: Apakah ditengah periode terdapat perubahan dalam menyusun rencana APBD
perubahan? Mengapa demikian?
N: lya. Perubahan APBD dimungkinkan apabila terjadi perkembangan yang tidak
sesuasi dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) terjadi keadaan yang

menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar



91

kegiatan dan antar jenis belanja, ditemui keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
berjalan.

Narasumber menyatakan secara terperinci tentang perubahan dalam rencana
pembuatan APBD yang menandakan transparansi didalamnya.

P: Bagaimana perencanaan penggunaan dana realisasi APBD?

N: Perencanaan penggunaan dana realisasi APBD Rencana Keuangan Tahunan
Pemeritah Daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
Narasumber mengungkapkan perencanaan penggunaaan dana APBD sesuai
dengan Peraturan Daerah yang menandakan transparansi didalamnya.

P: Bagaimana mekanisme pelaksanaan dana realisasi APBD.

N: Mekanisme pelaksanaan dana Realisasi APBD setiap pengeluaran harus di
dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang di peroleh oleh pihak
yang menagih.

Narasumber mengungkapkan mekanisme pelaksanaan danan realisasi APBD
dengan lengkap dan terbuka yang menandakan transparansi didalamnya.

P: Bagaimana mekanisme pengambilan dana APBD oleh oleh kantor sekretariat
daerah kabupaten kolaka setiap dana APBD Cair?

N: Mekanisme pengambilan dana APBD dengan sistem pembayaran Non Tunai
yaitu mengirim dana ke rekening pihak penagih setelah pajak di potong terlebih
dahulu.

Narasumber mengungkapkan mekanisme pengambilan dana APBD dengan siklus

lengkap yang menandakan transparansi didalamnya.
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P: Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengambilan dana APBD?

N: Setelah meneliti kelengkapan bukti- bukti yang diajukan pihak penagih
disesuaikan dengan ketersediaan dana.

Narasumber mengungkapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam penggunaaan
dana APBD secara terperinci yang menandakan transparansi didalamnya.

P: Siapa saja yang bertugas mengambil dana APBD ke Bank Pemerintah?

N: Yang bertugas adalah Bendahara berdasarkan keputusan Bupati dan pihak
ketiga yang berdasarkan SP2D.

Narasumber mengungkapkan siapa saja yang berperan dalam pengambilan dana
APBD yang menandakan transparansi didalamnya.

P: Apakah ada pungutan atau pengurangan dana dari pihak manapun terkait
pengambilan dana APBD?

N: lya. Pemungutan pajak PPN dan PPh.

Narasumber dengan gamblang mengungkapkan apa saja pungutan yang dikenakan
dengan ini menandakan transparansi didalamnya.

P: Apakah informasi yang dibutuhkan pada Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka telah tersedia ketika diminta?

N: lya. Informasi mengenai Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
terbuka secara umum.

Narasumber mengungkapkan bahwa informasi akan selalu tersedia jika diminta
yang menandakan akuntabilitas didalamnya.

P: Apakah laporan dana APBD selalu tepat waktu disampaikan kepada BPK?

N: lya. laporan selalu disampaikan tepat waktu ke BPK.



93

Narasumber menyatakan bahwa laporan selalu tepat waktu ke BPK yang
menandakan akuntabilitas didalamnya.

P: Bagaimana pendapat anda tentang penerapan akuntabilitas di Kantor
Sekretariat Daerah kabupaten Kolaka?

N: Menurut saya penerapan akuntabilitas atau dapat dikatakan
pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelelolaan alokasi dana APBD
cukup memuaskan namun masih bisa lebih dimaksimalkan.

Narasumber menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas sudah cukup memuaskan
namun dapat lebih ditingkatkan yang menandakan akuntabilitas didalamnya.

P: Kemana saja dana di salurkan?

N: Sumber dana tersebut digunakan untuk program kegiatan kantor dan
kebutuhan operasional yang sudah direncanakan dan telah ditetapkan.
Narasumber menyatakan bahwa dana disalurkan sesuai apa yang direncankan
yang menandakan akuntabilitas didalamnya.

P: Apakah setiap pengeluaran dana harus disertai dengan bukti?

N: lya. Untuk pengeluaran dana harus disertai dengan bukti berupa nota atau
bukti transfer dan dicatat juga pada kode rekening.

Narasumber menjabarkan apa saja bukti pengeluaran dana APBD yang
menandakan akuntabilitas didalamnya.

P: Bagaimanakah bentuk laporan pertanggungjawaban bendahara?

N: Bentuk laporan pertanggungjawaban bendahara semuanya dituliskan di dalam

file laporan keuangan. Semua komponen biaya maupun pembiayaan terdapat di
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dalam buku laporan tersebut dituliskan secara rinci lengkap dengan kode
rekeningnya.
Narasumber menjelaskan tentang bentuk laporan pertanggungjawaban bendahara
yang menandakan akuntabilitas didalamnya.
4.9 Temuan Hasil Penelitian

Terdapat beberapa temuan hasil penelitian dana APBD mengenai
implementasi transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam pengelolaan dana
APBD di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka. Temuan hasil penelitian
mengenai sistem pengelolaan dana APBD di Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka yang menaungi pengelolaan dana APBD pada perspektif
perencanaan pembuatan anggaran di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten
Kolaka, telah memanfaatkan standar operasional pengelolaan dana sistem
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka dalam proses perencanaan anggaran Rencana Kerja Anggaran
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) berdasarkan acuan
pada PP Nomor 58 Tahun 2005. Dalam hal penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Perubahan  Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) harus
mengikutsertakan beberapa komponen yakni pihak sekolah dan pemerintah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu
tahun anggaran. Dimana rencana APBD di buat pada bulan Oktober minggu
pertama ditahun sebelumnya dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
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Dalam proses perencanaan APBD mengacu kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dimana
terdapat langkah langkah sebagai berikut, yang pertama adalah penyusunan
rencana kerja, yang kedua adalah penyusunan rancangan kebijakn umum
anggaran, yang ketiga adalah penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara,
dan yang terakhir adalah penyusunan anggaran tersebut.

Perubahan APBD dapat terjadi seperti yang terlihat pada laporan rencana
kerja terdapa anggaran sebelum perubahan dan anggaran setelah perubahan, hal
ini di karenakan tidak sesuainya asumsi kebijakan anggaran (KUA) maka
terjadilah pergeseran anggaran pada unit- unit tertentu.

Mekanisme dalam merealisasikan APBD disetiap pengeluaran harus
didukung oleh bukti yang kuat dengan cara pengambilan dana harus melalui
rekening pihak penagih setelah pajak dipotong terlebih dahulu yang ditugaskan
oleh bendahara berdasarkan keputusan Bupati dan pihak ketiga berdasarkan

SP2D, terdapat pengurangan dana berupa pemungutan pajak PPn dan pajak PPh.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Akuntabilitas pengelolaan anggaran dana APBD di Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka dapat dilihat dalam bentuk laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana APBD berupa lampiran formulir
Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKAP-SKPD) Sekretariat Kabupaten Bagian Umum yang ditandatangani
oleh kepala bagian umum setda Kabupaten Kolaka serta lampiran Laporan
Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif)
yang ditanda tangani oleh Bendahara Pembantu.

2. Transparansi pengelolaan anggaran dana APBD di Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Kolaka sudah transparan. Hal ini dapat dilihat dari
keterbukaan dalam menyusun RKAP-SKPD serta terbuka mengenai
informasi penerimaan dana, penggunaan dana serta informasi yang
disediakan mengenai pengelolaan dana APBD.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah, Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan lebih lagi
terhadap dana APBD di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.

2. Bagi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka agar dapat melakukan

pengevaluasian terhadap penganggaran dana APBD.
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